
BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 3} TAHUN 2O2A

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 06 TAHUN 2O2O

TENTANG
PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI TAPIN,

bahwa dalam rangka untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin,

maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun

2O2O tentang Perjalanan Dinas perlu dilakukan

penyesuain dengan melalui Perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Tapin tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2O2O

tentang Perjalanan Dinas;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah [.aut,

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II

Tabalong {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan (I"embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1L6,

Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

2.
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3.

Tahun 2077 tentang penetapan peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun zAfi tentang perubahan Atas Undang_
Undang Nomor lT Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-
Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia ?ahun 2017 Nomor 23g, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

613e);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a9al;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2414 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2At4 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor I Tahun 20 15 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Al4 tentang

Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 201,4 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

4.
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 200O
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 2LA,
Tambahan l-embaran Negara Republik
Indonesia Nomor aOZBl;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OLZ

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomsr 60371, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 ?ahun 2O2O tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OZA Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6a771;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol7 Nomor 73, Tanrtbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6041);

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah {Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6057);

7.

8.
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10. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun zolg
tentang pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Arc Nomor 42, Tawtbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322l;

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2OAG tentang pedoman pengeloaan

Keuangan Daerah, sebagaimana tetah diubah
beberapa kali, terakhir dengan peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2ALl
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1

Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2OA9 tentang Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2A19 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas

Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah {Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2A19 Nomor

1133);
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1 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2008 Nomor OS), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2015 tentang perubahan Keempat Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 0S

Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi
dan Ta.ta Kerl'a perangkat Daerah KabuBaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2015 Nomor 09);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01

Tahun 2Ot2 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Keda Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2OL2 Nomor 01);

16 . Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12

Tahun zAn tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (l"embaran Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2012 Nomor 12);

1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2OL6 Nomor

09), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten ?apin Nomor 10

Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaaten Tapin Nomor 09 Tahun

2}rc tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (lembaran

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2Ol9 Nomor

10);
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1 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2OlT tentang pelaksanaan Hak Keuangan
dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin
(Icmbaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2AL7 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 01);

1 9 . Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahu n 2O2O

tentang Pe{alanan Dinas (Berita Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2A2O Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 06 TAHUN 2O2O

TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor O6 Tahun

2O2A tentang Perjalanan Dinas {Berita Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2A2O Nomor 06) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal L angka 36 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang

berkedudukan sebagai sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.
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4. Pemerintahan Daerah adarah penyerenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DpRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya daram sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DpRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Daerah, yang terdiri dari sekretariat Daerah,

sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kantor, dan
Kecamatan.

6. Bupati adalah Bupati Tapin.

7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapin.

8. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang

Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang

Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Tapin sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

l0.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Tapin.

1 1. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AL4 tentang

Aparatur Sipil Negara.

12. Pejabat Daerah adatah Pejabat Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

l3.Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNs adalah

Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,

diangkat sebagai Pegawai Aparatur sipil Negara secara tetap

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan

di lingkungall Pemerintah Kabupaten Tapin.
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l4.Pegawai ridak Tetap, yang selanjutnya disingkat prr adalah
Pegawai yang diangkat sesuai dengan untuk jangka waktu
tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan
pembangunan yang bersifat teknis profesional dan
administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak
berkedudukan sebagai PNS, termasuk tenaga kontrak, tenaga
honor, dan tenega kerja sukarela.

l5.Pihak Lain adalah orang atau sekelompok orang dari
komponen masyarakat atau instansi vertikal yang ikut
terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan perangkat Daerah.

16. Pejabat Pimpinan Tinggr Pratama adalah PNS yang

menduduki Jabatan Pimpinan Tinggr Pratama di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tapin.

17. Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki Jabatan

Administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

18. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan

Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

lg.Pengguna Anggaran yaxg selanjutrrya disingkat PA adalah

pejabat pemegang kewenanga.n penggunaan anggaran untuk

melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang

dipimpinnya.

20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan

mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanja

daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.

2l.Pelaksana Pedalanan Dinas yang selanjut disebut Pelaksana

sPD adalah Bupati dan wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota

DPRD, PNS/Calon PNS, PIT, dan Pihak Lain yang

melaksanakan perj alanan dinas.

22.Peqalalan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan

oleh Pelaksana SPD baik secara perorangan maupun secara

bersama-sama dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju

dan kembali ke tempat kedudukan yang semula'
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23.Pery'alanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan Dinas
dalam wilayah Kabupaten Tapin.

2a.Peqalanar Dinas Luar Daerah Dalam provinsi Kalimantan
selatan adalah Pe{alanan Dinas dari Kabupaten Tapin ke

Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi Kalimantan selatan.
25. Pedalanan Dinas Luar Daerah Keluar provinsi Kalimantan

selatan adalah Perjalanan Dinas dari Kabupaten Tapin ke
Provinsi/ Kabupaten/ Kota di tuar wilayah provinsi Kalimantan
Selatan.

26. Perjalanan Dinas Luar Negeri adatah perjalanan Dinas dari
Kabupaten Tapin ke luar wilayah Negara Republik Indonesia

untuk kepentingan dinas.

27. Tempat Tujuan adalah tempat/kota/negara yang menjadi

truuan perjalanan dinas.

28.Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana lokasi kantor

Perangkat Daerah/ unit keda berada.

29. Surat Perintah T\.rgas yang selanjutnya disingkat dengan SPT

adalah Naskah Dinas dari atasan yang ditujukan kepada

bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

30. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat

SPPD adalah Naskah Dinas dari Pejabat yang berwenang

kepada bawahan atau Pejabat tertentu untuk melaksanakan

perjalanan dinas.

31 . Detasering adalah penugasan sementara waktu-

32. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti

pengeluaran yang sah.

33. Biaya Lumpsum adalah suatu jumlah ual1g yang telah

dihitung terlebih dahulu Qtre-calanlated amounQ dan

dibayarkan sekaligus.

34. Uang Representasi adalah uang yang diberikan untuk

mencukupi biaya-biaya sesuai dengan j abatannya.
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35. Pengemudi/sopir adalah pNslprr yang diberi tugas
mengemudikan kendaraan dinas roda empat untuk melayani
pejabat tertentu yang ditetapkan melalui surat Keputusan
pej abat y arllg berwenang.

36. organisasi semi Pemerintah adarah organisasi yang
mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah Daerah,
antara lain Palang Merah Indonesia (pMI), Komite olahraga
Nasional Indonesia Daerah (KONIDA), pramuka, Komite
Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Tim penggerak

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga {Tim penggerak

PKK), Dharma Wanita, Gabungan Organisasi Wanita (GOW),

Gabungan Istri Wakil Rakyat (GATRIWARA), dan Karang

Taruna.

37. organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan
dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan

kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,

kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam

pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

38. Pengurus Organisasi adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris

dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara,

Kelompok Kerja, Seksi-Seksi dan Anggota Seksi-Seksi sebuah

organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

39. Perorangan Berprestasi adalah warga masyarakat Kabupaten

Tapin yang memiliki kemampuan yang luar biasa dibidangnya

dan telah diakui oleh Lembaga penilai resmi.
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2. Ketentuan Pasal L5 ayat {2} diubah, dan ditambahkan 1 (satu)

ayat baru yakni ayat (7), sehingga pasal ls berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 15

(1) Pihak I"ain yang melaksanakan perjatanan Dinas untuk
kepentingan daerah atau berpartisipasi dalam program dan
kegiatan Perangkat Daerah dapat diberikan Biaya perjalanan

Dinas.

Pihak l,ain sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri dari:
a. PNS diluar Pemerintah Daerah, yang meliputi: pNS dari

Pemerintah Provinsi/instansi vertikallkementerian/

lembaga /TNI/ POLRI/ Kejaksaan/ Pengadilan;

b. Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi

Kemasyarakatan;

c. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Narasumber, Tenaga

Ahli, dan Anggota Veteran;

d. Kepala Desa dan Perangkat Desa;

e. Kelompok Tani, Murid Teladan, Atlet, Seniman,

Masyarakat Perorang Berprestasi, SiswalMahasiswa, dan

masyarakat lainnya; dan

f. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD.

Biaya Pe{alanan Dinas PNS diluar Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai

berikut:

a. Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri,

Komandan Kodim, dan Kepala Kepolisian Resort

disamakan dengan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan

Pimpinan Tinggt Pratama Sekretaris Daerah;

b. Kepala staf Kodim dan wakil Kepala Kepolisian Resort

disamakan dengan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan

Administrator Eselon IIIa;

(2)

{3)
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c.

d.

Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), Komandan Rayon

Militer (Danramil), dan perwira Kepolisian/TNl
disamakan dengan Biaya pedalanan Dinas Jabatan
Pengawas Eselon IVa;

Anggota/Staf pada Kepolisian/TNl disamakan dengan
biaya Perjalanan Dinas Jabatan pelaksana Gorongan III;
dan

e. Pelaksana sPD selain yang disebutkan pada huruf a,

huruf b, huruf c dan huruf d disamakan dengan biaya
Perjalanan Dinas sesuai tingkatan golongan yang
bersangkutan.

Biaya Perjalanan Dinas organisasi semi pemerintah dan

Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21huruf b diatur sebagai berikut:
a. Tingkat Kabupaten untuk Ketua disamakan dengan

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pimpinan Tinggr Pratama

Sekretaris Daerah, Wakil Ketua disamakan dengan Biaya

Pe{alanan Dinas Jabatan Administrator Eselon IIIa dan

Keanggotaan lainnya disamakan dengan Biaya Perjalanan

Dinas Jabatan Pelaksana Golongan III; dan

b. Tingkat Kecamatan untuk Ketua disamakan dengan

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Administrator Eselon

IIIa, Wakil Ketua disamakan dengan Biaya Perjalanan

Dinas Jabatan Pengawas Eselon IVa dan Keanggotaan

lainnya disamakan dengan Biaya Perjalanan Dinas

Jabatan Pelaksana Golongan II.

Biaya Perjalanan Dinas Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat,

Narasumber, Tenaga Ahli dan Anggota Veteran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan Braya Perjalanan Dinas

Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat {2} huruf d disamakan dengan Biaya Perjalanan

Dinas Jabatan Pengawas Eselon IVa.

(4)

(s)
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(6) Biaya Perjalanan Dinas Kelompok Tani, Murid Teladan, Atlet,

Seniman, Masyarakat Perorang Berprestasi,

siswa/Mahasiswa, dan masyarakat lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf e disamakan dengan biaya

Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan II.

{7) Biaya Perjalanan Dinas Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat
Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat {21

huruf f disamakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan

Administrator Eselon IIIa.

3. Ketentuan Pasal 54 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI TAPIN

Ran

\-t t'-

L

tau
qsrr !. t',.i. tr l" ?:'?i}

M. ARIPIN ARPAN

Diundangkan di Rantau

pada tanggal )l gsett e' l;?t' 2i-3fi

SEKRETARTS ofneH KABUPATEN TAPIN,

I
tt/rI\

MASYRNNIANSYAH

I
I

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2A2O NOMOR


